
 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK          

NOMOR 03                                                                                                                    TAHUN  2012   

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  03 TAHUN  2012  

TENTANG 

 
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa  pasar tradisional  merupakan salah satu entitas ekonomi strategis 

yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan 

ekonomi khususnya pada sektor perdagangan; 

  b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pasar tradisional sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, pengelolaan pasar tradisional Pemerintah Kota 

Depok perlu dilakukan upaya perbaikan; 

  c. bahwa pengelolaan Pasar sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar                   

di Kota Depok; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok 

tentang  Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang  Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3656); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3817); 
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  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12                   

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara                    

Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran                 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,                     

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4866); 

  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,   

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 5043); 
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  14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009           

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 5049); 

  15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

  16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3743); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3838); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004             

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 4424); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang  

Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 
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  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4737); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5209); 

  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan  

Toko Modern; 

  28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000  tentang  Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000              

Nomor 27 Seri C); 

  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok             

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01); 

  30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah           

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07); 
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  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor  20  Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok            

Tahun 2011   Nomor  20); 

  32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah  (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008      

Nomor 12); 

  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  3  Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian 

dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011   Nomor 3); 

  34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  Tahun 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 

Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011  Nomor 13 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK           

  dan 

  WALIKOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL 

PEMERINTAH KOTA DEPOK.   

   

       BAB I 

          KETENTUAN UMUM 

       Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kota Depok. 

  5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pasar. 

  6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 

satu baik yang disebut sebagai,pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 

pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 


